SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA

NOMOR 1506 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA NOMOR 1489 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TEMA DEBAT
PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN

WAKIL BUPATI MINAHASA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA,

Menimbang

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf
c dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,
Kampanye dapat dilaksanakan melalui metode debat
publik atau debat terbuka antar-Pasangan calon; KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi
penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar-
Pasangan Calon;

bahwa KPU Kabupaten Minahasa telah melaksanakan
Rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat
Pleno KPU Kabupaten Minahasa Nomor: 387/PL.02.4-
BA/7102/4/2024 tanggal 29 Oktober 2024 tentang
Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Minahasa Nomor 1489 Tentang Tema Debat
Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2024, yang
menetapkan Perubahan Tema Debat Publik atau Debat



Mengingat

2.

Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Minahasa Tahun 2024;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Minahasa tentang Perubahan Atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Minahasa Nomor 1489 Tahun 2024 Tentang Penetapan
Tema Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan
Calon Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2024.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubik
Indonesia tahun 2015 Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,
Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor
6863);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,
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dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun
2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata
Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun
2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 568);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun



Menetapkan

KESATU

KEDUA
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2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Minahasa Nomor 873 Tahun 2024 Tentang Pedoman
Teknis Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Bupati Dan
Wakil Bupati Minahasa Tahun 2024;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Minahasa Nomor 1481 Tahun 2024 tentang Pedoman
Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati Dan
Wakil Bupati Minahasa Tahun 2024;

13.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Minahasa Nomor 1489 Tahun 2024 tentang Penetapan
Tema Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 1489 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TEMA
DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA KEDUA ANTAR
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA
TAHUN 2024.

Menetapkan  Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Minahasa tentang Perubahan Atas Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 1489
Tahun 2024 Tentang Penetapan Tema Debat Publik atau
Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Minahasa Tahun 2024 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon
secara umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU merujuk pada visi, misi, dan program rencana
pembangunan jangka panjang atau rencana pembangunan

jangka panjang daerah kabupaten.
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KETIGA :  Tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon
sebagaimana  dimaksud  dalam Diktum  KESATU
mencerminkan upaya dalam rangka:

1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

N

memajukan daerah;

W

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

N

)
)
) menyelesaikan persoalan daerah;
)

]!

menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah
kabupaten.

6) memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
kebangsaan.

KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tondano
Pada Tanggal 29 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
ttd
RENDY V. J. SUAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
__SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
WKABUPATEN MINAHASA,
Plt-Keépala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Par/tisfya;:_i dan Hubungan Masyarakat,
AT ’
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 1506 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM NOMOR 1489 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN
TEMA DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT
TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MINAHASA TAHUN 2024

TEMA DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA TAHUN 2024

1) DEBAT PERTAMA
TEMA: PEMBANGUNAN EKONOMI BERWAWASAN LINGKUNGAN DALAM
PENGELOLAAN SDA PERTANIAN DAN PARIWISATA YANG
BERKEADILAN
2) DEBAT KEDUA
TEMA: OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK DALAM MENGATASI
PERMASALAHAN DAERAH DI BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN,
INFRASTRUKTUR, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENYANDANG DISABILITAS DAN
PEMBANGUNAN YANG SELARAS DENGAN KEBIJAKAN NASIONAL
BERBASIS KERAGAMAN, KEBUDAYAAN, HAM, HUKUM,
DEMOKRASI DAN KEBANGSAAN.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
ttd

Salinan sesuai dengan aslinya RENDY V. J. SUAWA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
7 KABUPATEN MINAHASA,
~Plt. Kepﬂla Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
i gl Masyarakat,




